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REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK 
DI ERA OTONOMI DAERAH 

(Studi Kasus di Sepuluh Daerah di Indonesia) 
 
 
 
 
 
Kajian Tekstual terhadap peraturan daerah di sembilan kabupaten/kota dan satu di tingkat propinsi di 
Indonesia yang dibuat antara tahun 1999 - 2003 untuk melihat representasi perempuan dalam 
pembuatan kebijakan dan atau representasi perempuan dalam  peraturan-peraturan yang berkaitan 
dengan perempuan. Dalam proses ini kita akan menguji konsistensi gagasan dan proses legislasi 
dalam politik daerah. Masing-masing daerah memiliki budaya politiknya sendiri dan prioritas isu yang 
berbeda berdasarkan kesalingterkaitan ekonomi, politik, berbagai elemen budaya dan agama. 
Penelitian ini berusaha melihat bagaimana paraturan daerah merepresentasikan dan mengatur ruang 
partisipasi politik perempuan jika dibandingkan dengan perubahan teks perundang-undangan nasional 
yang sudah menyatakan perlunya ruang khusus bagi perempuan dalam politik.  
 
Selain itu, kajian ini juga melihat bagaimana representasi perempuan tersebut mempengaruhi isi 
peraturan daerah dan apakah peraturan tersebut berpotensi menjadi diskriminatif terhadap perempuan 
jika dilihat jabaran lanjutannya.  
 


